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PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR HI TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS
DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

. bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan dan kewajiban

maupun melakukan hal yang menjadi larangan PNS,
dijatuhi hukuman disiplin;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan

penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS perlu diatur tata
cara pelaksanaan pemeriksaan pelar ggaran disiplin PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan b diatas perlu diatur dengan suatu
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga
Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
1640);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Ps=merintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 Tentang Ketentuan DPelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pembentukan QOrganisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 5), Sebagaimana Telah Dua
Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor S Tahun 2013 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), Sebagaimana Telah Dua
Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis
Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2008 Nomor 7), Sebagaimana Telah Dua Kali
Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
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